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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi
produk penyaluran dana (financing) di perbankan syariah serta implikasinya
terhadap penguatan dan pertumbuhan sektor rill di Indonesia.
Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analitis berbasis studi kepustakaan, kajian ini mengeksplorasi mekanisme
operasional berbagai skema akad pembiayaan, meliputi akad berbasis jual
beli (murabahah, salam, istishna), bagi hasil (mudharabah, musyarakah),
serta sewa-menyewa (ijarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
faktual, portofolio penyaluran dana perbankan syariah masih sangat
didominasi oleh skema jual beli murabahah karena menawarkan kepastian
arus kas dan risiko yang relatif terukur bagi pihak bank. Di sisi lain,
pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil yang sejatinya memiliki daya
dorong paling kuat terhadap produktivitas sektor riil masih terkendala oleh
tingginya risiko moral hazard dan asimetri informasi dari pihak nasabah.
Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa optimalisasi peran
penyaluran dana perbankan syariah menuntut adanya keberanian
diversifikasi portofolio menuju pembiayaan produktif, yang didukung oleh
penguatan sistem manajemen risiko, pendampingan bisnis nasabah, serta
kepatuhan penuh terhadap substansi prinsip syariah.

Kata Kunci: Penyaluran Dana, Pembiayaan Syariah, Sektor Riil, Bagi
Hasil, Manajemen Risiko.

Abstract

This study aims to deeply analyze the implementation of financing products
in Islamic banking and its implications for strengthening and growing the
real sector in Indonesia. Using a qualitative research method with a
descriptive-analytical approach based on a literature study, this research
explores the operational mechanisms of various financing contract
schemes, including sale-and-purchase-based contracts (murabahah,
salam, istishna), profit-sharing (mudharabah, musyarakah), and leasing
(ijarah). The results indicate that factually, the financing portfolio of Islamic
banking is still heavily dominated by the murabahah sale-and-purchase
scheme because it offers cash flow certainty and relatively measurable risk
for the bank. On the other hand, partnership-based profit-sharing financing,
which inherently has the strongest driving force for real sector productivity,
remains constrained by high moral hazard risks and information asymmetry
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from customers. The conclusion of this study emphasizes that optimizing
the role of Islamic banking financing requires the courage to diversify the
portfolio toward productive financing, supported by strengthened risk
management systems, business mentoring for customers, and full
compliance with the substance of sharia principles.

Keywords: Fund Distribution, Islamic Financing, Real Sector, Profit
Sharing, Risk Management.

Pendahuluan

Perbankan syariah memegang peranan yang sangat strategis sebagai
lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam aktivitas ekonomi
produktif. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan
istilah  kredit berbasis bunga, perbankan syariah mendistribusikan
likuiditasnya melalui skema penyaluran dana yang lazim disebut sebagai
pembiayaan (financing). Aktivitas penyaluran dana ini merupakan jantung
utama operasional bank syariah karena dari proses inilah pendapatan
margin maupun bagi hasil diperoleh untuk kemudian didistribusikan kembali
kepada para nasabah penyimpan dana dan pemegang saham (Antonio,
2021).

Karakteristik paling fundamental yang membedakan produk penyaluran
dana syariah dari kredit konvensional adalah kewajiban adanya keterkaitan
langsung dengan transaksi di sektor riil (underlying transaction). Prinsip
ekonomi Islam melarang keras penciptaan uang dari uang tanpa adanya
pergerakan barang atau jasa yang nyata di lapangan. Oleh sebab itu, setiap
rupiah yang dicairkan melalui produk pembiayaan syariah wajib
direpresentasikan oleh kepemilikan aset fisik, proyek konstruksi, maupun
modal kerja usaha yang halal. Keterikatan mutlak pada sektor riil ini
menjadikan penyaluran dana syariah sebagai instrumen yang sangat
tangguh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro sekaligus
menahan laju inflasi (Karim, 2023).

Dalam rangka melayani keragaman kebutuhan finansial masyarakat,
perbankan syariah merancang arsitektur produk penyaluran dana ke dalam
beberapa skema akad fikih muamalah yang sangat fleksibel. Skema
pertama adalah pembiayaan berbasis prinsip jual beli (ba'i) yang meliputi
akad murabahah, salam, dan istishna untuk memenuhi kebutuhan
pengadaan barang konsumtif maupun stok produksi. Skema kedua adalah
pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil (syirkah) yang mencakup akad
mudharabah dan musyarakah guna mendanai ekspansi modal kerja usaha.
Adapun skema ketiga adalah prinsip sewa-menyewa (ijarah) untuk
memfasilitasi pemanfaatan aset tetap maupun jasa serta akad pinjaman
kebajikan (gardh) untuk misi sosial (Ascarya, 2022).
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Meskipun ragam instrumen pembiayaan telah tersedia secara
komprehensif, potret empiris industri perbankan syariah nasional
memperlihatkan adanya ketimpangan komposisi portofolio penyaluran
dana yang cukup mencolok. Mayoritas bank syariah cenderung
memusatkan penyaluran dananya pada akad jual beli murabahah yang
bersifat konsumtif dan berisiko rendah, dibandingkan menyalurkannya pada
akad mudharabah atau musyarakah. Dominasi murabahah ini dipilih oleh
manajemen bank karena memberikan kepastian cicilan margin yang tetap
setiap bulannya, sehingga memudahkan proyeksi arus kas likuiditas.
Sebaliknya, porsi pembiayaan bagi hasil masih tertinggal karena dinilai
memiliki tingkat ketidakpastian imbal hasil yang sangat fluktuatif (Muhamad,
2022).

Pelaksanaan penyaluran dana di lapangan juga senantiasa dihadapkan
pada ancaman risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing
Financing (NPF) yang dapat menggerus modal institusi. Pada skema
pembiayaan kemitraan bagi hasil, tantangan terbesar yang dihadapi oleh
bank syariah adalah tingginya potensi moral hazard dan asimetri informasi,
di mana nasabah pengelola usaha tidak melaporkan laba bisnisnya secara
jujur. Selain itu, masih sering ditemukan kritik mengenai praktik eksekusi
akad murabahah di cabang yang dinilai kurang mematuhi syarat
kepemilikan barang secara sempurna oleh pihak bank sebelum dijual
kepada nasabah, sehingga mengaburkan batas pembeda dengan kredit
konvensional (Ismail, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang dan dinamika problematika operasional
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam
implementasi produk penyaluran dana (financing) pada perbankan syariah
dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Kajian kualitatif ini diarahkan
untuk membedah mekanisme penerapan ragam akad pembiayaan,
menganalisis faktor penyebab dominasi akad tertentu, serta merumuskan
strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan
literatur keuangan Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi
manajemen perbankan syariah dalam mengoptimalkan penyaluran
pembiayaan yang produktif, amanah, dan sesuai dengan substansi syariat.

Kajian Teori

Produk Penyaluran Dana (Financing)

Penyaluran dana atau pembiayaan (financing) secara konseptual
didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
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untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan bagi hasil, margin keuntungan, atau sewa. Fungsi utama dari
produk penyaluran dana adalah mengubah likuiditas menganggur yang
terhimpun dari masyarakat menjadi aset produktif yang menghasilkan
pendapatan bagi bank. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana wajib
mematuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta bebas dari unsur
riba, maysir, dan gharar (Umam, 2023).

Kategori pertama sekaligus yang paling populer dalam produk penyaluran
dana adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli (natural certainty
contracts), yang meliputi akad murabahah, salam, dan istishna. Pada akad
murabahah, bank bertindak sebagai penjual yang membelikan barang
kebutuhan nasabah dan menjualnya kembali dengan menegaskan harga
perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama.
Sementara itu, akad salam digunakan untuk pembiayaan komoditas
pertanian dengan sistem pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka
secara tunai, sedangkan akad istishna diaplikasikan khusus untuk
pembiayaan proyek manufaktur atau konstruksi bangunan dengan skema
pembayaran bertahap sesuai progres pekerjaan (Sutedi, 2022).

Kategori kedua adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (natural
uncertainty contracts) yang diwujudkan melalui instrumen akad
mudharabah dan musyarakah. Dalam pembiayaan mudharabah, bank
syariah bertindak sebagai pemilik modal penuh (shahibul maal) yang
menyerahkan seratus persen dana kerja kepada nasabah pengusaha
(mudharib), di mana keuntungan dibagi menurut nisbah kesepakatan dan
kerugian finansial ditanggung oleh bank selama bukan akibat kelalaian
nasabah. Adapun pada pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah
sama-sama menyetorkan porsi modal untuk membiayai suatu usaha
patungan, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan
dan risiko kerugian ditanggung secara proporsional sesuai persentase
modal (Mardani, 2021).

Kategori ketiga dari produk penyaluran dana adalah pembiayaan dengan
prinsip sewa-menyewa yang menggunakan akad ijarah serta ijarah
muntahiya bittamlik (IMBT). Melalui akad ijarah, bank syariah menyewakan
hak guna atau manfaat atas suatu barang modal maupun jasa kepada
nasabah dalam periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran uang
sewa (ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Apabila di akhir
masa sewa nasabah diberikan opsi untuk memiliki barang tersebut melalui
skema hibah atau jual beli di ujung kontrak, maka instrumen tersebut
dinamakan IMBT. Fleksibilitas akad sewa ini sangat efektif untuk mendanai
pengadaan alat berat maupun properti komersial (Anwar, 2022).

Pertumbuhan Sektor Riil dan Manajemen Risiko Pembiayaan
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Sektor riil merupakan segmen perekonomian yang berkaitan langsung
dengan aktivitas produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa nyata
di tengah masyarakat, seperti sektor pertanian, industri pengolahan,
perdagangan, dan konstruksi. Dalam paradigma ekonomi Islam, sektor
moneter (perbankan) tidak boleh berdiri sendiri mencari keuntungan
spekulatif, melainkan harus bertindak sebagai pelayan yang menyuplai
darah likuiditas bagi pergerakan sektor riil. Penyaluran dana perbankan
syariah yang mewajibkan adanya aset dasar (underlying asset) secara
otomatis menciptakan permintaan barang di pasar, menyerap tenaga kerja,
meningkatkan kapasitas produksi UMKM, serta mendorong pertumbuhan
Produk Domestik Bruto secara berkelanjutan (Pramono, 2024).

Agar penyaluran dana ke sektor riil berjalan sehat dan terhindar dari risiko
gagal bayar, perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko
pembiayaan yang sangat ketat sejak tahap pra-pencairan. Instrumen
saringan awal yang digunakan oleh analis pembiayaan adalah penilaian
kelayakan nasabah melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition of Economy) yang diperluas dengan aspek Sharia
Compliance. Bank harus meneliti rekam jejak kejujuran karakter nasabah,
kapasitas arus kas usahanya dalam mencetak laba, kecukupan modal
mandiri, kelayakan agunan pelindung, serta memastikan bahwa bidang
usaha yang dibiayai mutlak berstatus halal dan tidak merusak lingkungan
(Djamil, 2023).

Kualitas keberhasilan manajemen risiko penyaluran dana sebuah bank
syariah diukur secara kuantitatif melalui rasio pembiayaan bermasalah atau
Non-Performing Financing (NPF). Otoritas pengawas keuangan telah
menetapkan batas ambang toleransi NPF bersih maksimal berada di bawah
angka lima persen guna menjaga kesehatan modal bank. Tingginya rasio
NPF akan memaksa bank syariah membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai (CKPN) yang besar, yang pada gilirannya akan menggerus
laba operasional dan menurunkan besaran distribusi bagi hasil kepada
nasabah deposan. Oleh sebab itu, pemantauan pasca-pencairan dana
(monitoring) dan pendampingan manajemen usaha nasabah menjadi
kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh bank (Hasan, 2025).

Apabila di tengah periode berjalannya akad nasabah mengalami penurunan
kemampuan bayar akibat guncangan bisnis di sektor riil, regulasi
memperkenankan bank syariah untuk melakukan langkah penyelamatan
pembiayaan melalui mekanisme restrukturisasi.  Restrukturisasi
pembiayaan syariah dapat dieksekusi melalui penjadwalan kembali jangka
waktu jatuh tempo (rescheduling), persyaratan kembali klausul angsuran
(reconditioning), maupun penataan kembali struktur akad (restructuring)
seperti konversi akad tanpa menambah beban pokok utang secara zalim.
Pendekatan penyelesaian pembiayaan yang humanis dan solutif ini
mencerminkan etika perbankan syariah yang mengutamakan pemulihan
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usaha nasabah di atas sekadar pelelangan paksa barang agunan (Hidayat,
2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif analitis berbasis studi kepustakaan (library research)
untuk membedah secara komprehensif implementasi produk penyaluran
dana (financing) pada perbankan syariah. Pendekatan ini difokuskan pada
eksplorasi konseptual, telaah mekanisme operasional akad, serta analisis
manajemen risiko pembiayaan tanpa menggunakan pengujian statistik
regresi numerik. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai
sumber literatur sekunder yang otoritatif, meliputi buku-buku teks
manajemen perbankan syariah, fikih muamalah, laporan perkembangan
keuangan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI, serta
artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang terbit dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. Seluruh data literatur yang terkumpul kemudian direduksi untuk
menyaring informasi inti, diklasifikasikan secara sistematis ke dalam sub-
tema bahasan, dan dianalisis secara kualitatif-induktif guna menghasilkan
kesimpulan yang objektif, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Implementasi Ragam Akad Penyaluran Dana di Perbankan
Syariah

Analisis terhadap praktik operasional perbankan syariah di Indonesia
menunjukkan bahwa implementasi produk penyaluran dana secara faktual
masih didominasi oleh skema jual beli berakad murabahah. Porsi
pembiayaan murabahah rata-rata menyerap lebih dari separuh total
portofolio penyaluran dana di berbagai bank umum syariah nasional.
Manajemen perbankan sangat meminati instrumen ini karena
karakteristiknya yang tergolong natural certainty contracts, di mana nominal
pokok beserta margin keuntungan telah dikunci secara pasti sejak awal
penandatanganan kontrak. Kepastian angka angsuran bulanan ini
memudahkan bank dalam memproyeksikan pendapatan dan
meminimalisasi risiko fluktuasi imbal hasil di tengah ketidakpastian pasar
(Muhamad, 2022).

Namun, dalam tataran teknis eksekusi di lapangan, penerapan akad
murabahah sering kali dikombinasikan dengan akad wakalah (pemberian
kuasa), di mana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli sendiri barang yang dibutuhkannya dari pemasok. Praktik
murabahah bil wakalah ini menuntut kehati-hatian kepatuhan syariah yang
sangat tinggi dari staf operasional cabang. Sesuai ketentuan fatwa DSN-
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MUI, akad jual beli murabahah baru boleh ditandatangani setelah barang
tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank dan kuitansi pembelian
diserahkan oleh nasabah. Kelalaian mengeksekusi urutan prosedur ini
berisiko merusak keabsahan akad dan menjerumuskan transaksi menjadi
sekadar pinjaman uang berbunga terselubung (Ismail, 2026).

Beralih pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil, implementasi akad
musyarakah terlihat mengalami pertumbuhan yang jauh lebih progresif
dibandingkan akad mudharabah, terutama pada segmen pembiayaan
korporasi dan pemilikan properti. Inovasi produk Musyarakah Mutanagisah
(MMQ) kini menjadi primadona baru dalam produk Pembiayaan Pemilikan
Rumah (PPR) di bank syariah. Melalui skema MMQ, bank dan nasabah
berkongsi membeli aset rumah, kemudian nasabah menyewa porsi
kepemilikan bank sambil secara bertahap membeli porsi tersebut hingga
kepemilikan rumah beralih seratus persen ke tangan nasabah. Skema
hibrida ini dinilai lebih fleksibel dan adil dalam menghadapi dinamika
perubahan kondisi ekonomi jangka panjang (Ascarya, 2022).

Sementara itu, penyaluran dana menggunakan akad mudharabah murni—
di mana bank menyetorkan modal seratus persen tanpa agunan pokok
kepada nasabah pengelola—masih diterapkan secara sangat selektif dan
terbatas. Tingginya risiko asimetri informasi menjadi alasan utama
keengganan bank syariah mengobral akad ini kepada nasabah ritel baru
yang belum teruji integritas pembukuannya. Untuk menyiasati risiko
tersebut, bank syariah umumnya menyalurkan pembiayaan mudharabah
melalui pola executing atau channeling kepada lembaga keuangan mikro
syariah seperti koperasi pondok pesantren atau Baitul Maal wat Tamwil
(BMT) yang memiliki kedekatan pengawasan langsung dengan para pelaku
usaha kecil di daerah (Antonio, 2021).

Di sisi lain, implementasi produk penyaluran dana berbasis sewa-menyewa
(ijarah) dan jual beli pesanan (istishna) terus mengalami perluasan pangsa
pasar pada segmen pendanaan gaya hidup halal serta proyek infrastruktur.
Akad ijarah multijasa kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
membiayai kebutuhan biaya pendidikan anak di perguruan tinggi, biaya
layanan kesehatan, hingga paket perjalanan ibadah umrah. Adapun akad
istishna diandalkan oleh sindikasi perbankan syariah untuk membiayai
proyek pembangunan jalan tol, pabrik manufaktur, dan perumahan indent.
Variasi implementasi akad ini membuktikan bahwa produk financing syariah
mampu mengakomodasi seluruh spektrum kebutuhan ekonomi masyarakat
modern secara komprehensif (Umam, 2023).

Peran Penyaluran Dana terhadap Sektor Riil dan Strategi Mitigasi
Risiko



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

an-naJaH | https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Eksistensi produk penyaluran dana perbankan syariah terbukti memberikan
kontribusi struktural yang sangat nyata terhadap akselerasi pertumbuhan
sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Kewajiban mutlak
adanya aset dasar atau underlying transaction di setiap pencairan
pembiayaan memastikan bahwa dana perbankan syariah benar-benar
mengalir untuk menggerakkan roda perdagangan barang dan jasa fisik,
bukan berputar di pasar spekulasi derivatif valuta asing yang hampa nilai
tambah. Setiap satu rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah
secara langsung berkorelasi dengan pembelian bahan baku pabrik,
pengadaan mesin produksi, maupun pembangunan infrastruktur yang
memperkuat fondasi ekonomi nasional (Karim, 2023).

Dampak positif penyaluran dana syariah terhadap pemberdayaan ekonomi
kerakyatan tampak sangat menonjol pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Syariah yang menggunakan skema akad murabahah dan musyarakah,
jutaan pelaku usaha mikro berhasil mendapatkan akses permodalan yang
terjangkau tanpa harus dihantui oleh fluktuasi kenaikan suku bunga pasar.
Keadilan sistem syariah yang melarang penerapan denda bunga berbunga
saat usaha nasabah sedang mengalami penurunan omzet memberikan
ruang napas yang sangat lega bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit
kembali pasca-guncangan krisis ekonomi makro (Pramono, 2024).

Meskipun memiliki daya dorong yang kuat terhadap sektor riil, efektivitas
penyaluran dana perbankan syariah tetap dibayang-bayangi oleh tantangan
kualitas aset berupa risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Pada
pembiayaan sektor produktif berbasis bagi hasil, masalah utama sering kali
dipicu oleh ketidakjujuran pelaporan keuangan nasabah (moral hazard)
serta lemahnya kapasitas manajerial pengusaha dalam mengelola arus kas
bisnisnya. Sementara pada pembiayaan konsumtif, risiko gagal bayar
umumnya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat
pemutusan hubungan kerja atau inflasi pangan. Apabila risiko ini tidak
dikendalikan dengan cermat, ekspansi penyaluran dana justru dapat
menjadi bumerang yang mengancam solvabilitas bank (Djamil, 2023).

Guna memitigasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut sekaligus
meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil ke depan, perbankan syariah
dituntut melakukan transformasi strategi manajemen risiko yang lebih
proaktif dan terintegrasi. Pertama, bank harus memanfaatkan teknologi
pemeringkatan kredit digital (digital credit scoring) dan kecerdasan buatan
untuk menganalisis rekam jejak transaksi nasabah secara akurat guna
menekan asimetri informasi. Kedua, penyaluran pembiayaan mudharabah
dan musyarakah pada sektor UMKM wajib diiringi dengan program
pendampingan teknis manajemen dan literasi pembukuan akuntansi oleh
pihak bank, sehingga bank benar-benar berperan sebagai mitra bisnis
strategis, bukan sekadar juru tagih bulanan (Hidayat, 2024).
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Langkah strategis terakhir yang wajib diperkuat oleh manajemen perbankan
syariah adalah mengoptimalkan peran pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) serta satuan audit internal dalam mengawal kepatuhan
eksekusi akad pembiayaan di seluruh jaringan cabang. Keberhasilan
produk penyaluran dana tidak hanya diukur dari seberapa besar kuantitas
triliunan rupiah yang berhasil dicairkan atau seberapa rendah rasio NPF
yang tercatat, melainkan juga dari seberapa murni pelaksanaan rukun dan
syarat akad tersebut mematuhi fatwa DSN-MUI. Sinergi antara ketajaman
analisis kelayakan bisnis, inovasi pendampingan sektor riil, dan kemurnian
kepatuhan syariah merupakan kunci utama kejayaan pembiayaan
perbankan syariah di Indonesia (Zulkifli, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kualitatif yang telah dipaparkan,
penelitian ini menyimpulkan bahwa produk penyaluran dana (financing)
merupakan instrumen inti perbankan syariah yang memiliki peran ganda,
yakni sebagai mesin pencetak profitabilitas institusi sekaligus penggerak
utama pertumbuhan sektor riil. Implementasi penyaluran dana dioperasikan
melalui keragaman skema akad fikih muamalah yang meliputi prinsip jual
beli (murabahah, salam, istishna), prinsip bagi hasil (mudharabah,
musyarakah), serta prinsip sewa-menyewa (ijarah). Secara empiris,
komposisi penyaluran dana perbankan syariah nasional masih didominasi
oleh akad murabahah karena memberikan kepastian pendapatan margin
dan kemudahan administrasi, sementara pembiayaan bagi hasil masih
terkendala oleh risiko asimetri informasi dan moral hazard. Kendati
demikian, karakteristik pembiayaan syariah yang mewajibkan keberadaan
underlying asset terbukti sangat efektif dalam menggerakkan produktivitas
UMKM, menyerap tenaga kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi dari
gelembung spekulasi. Guna mengoptimalkan kontribusi penyaluran dana
ke depan, perbankan syariah harus berani meningkatkan porsi pembiayaan
kemitraan produktif dengan mengintegrasikan teknologi digital credit
scoring, memperketat analisis kelayakan 5C, memberikan pendampingan
manajemen usaha kepada nasabah, serta menjaga kemurnian kepatuhan
akad di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
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